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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 73 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS

DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dalam pemberian
perizinan guna menjamin kepastian hukum dan
kepastian berusaha bagi para pelaku usaha,
dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus
dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
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Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44
Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG
TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51
Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh penetapan lokasi terminal khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon
mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal dengan menggunakan format menurut Contoh 1 pada
Lampiran Peraturan ini, disertai dengan dokumen persyaratan
sebagai berikut:
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a. salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait;

b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat
geografis yang digambarkan dalam peta laut;

c. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:

1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan
penunjang dan hasil produksi;

2. rencana frekuensi kunjungan kapal;

3. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya
terminal khusus dan aspek lingkungan; dan

4. hasil survei yang meliputi hidrooceanografi (pasang
surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik
nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam
koordinat geografis;

d. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat
berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat
mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang
meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survei
sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 setelah
mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi
setempat;

e. rekomendasi gubenur dan bupati/walikota setempat
mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan
rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

f. laporan keuangan perusahan minimal 1 (satu) tahun terakhir
yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;

g. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang
memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima
puluh trilyun rupiah).

(2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil
penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima
permohonan secara lengkap.

(3) Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh Menteri paling
lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dengan menggunakan format menurut Contoh 2 pada
Lampiran Peraturan ini.

(4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diberikan oleh Menteri secara tertulis dengan menggunakan
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format menurut Contoh 3 pada Lampiran Peraturan ini disertai
alasan penolakan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemegang keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal keputusan penetapan lokasi ditetapkan oleh Menteri, wajib
memulai pekerjaan persiapan pembangunan terminal khusus dan
mengajukan permohonan izin pembangunan terminal khusus kepada
Direktur Jenderal.

3. Judul Bagian Ketiga dalam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dilakukan
oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari Direktur
Jenderal.

(2) Untuk memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal menggunakan format
menurut Contoh 4 pada Lampiran Peraturan ini disertai dengan
dokumen persyaratan:

a. persyaratan administrasi, meliputi:

1. akta pendirian perusahaan;

2. izin usaha pokok dari instansi terkait;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. bukti penguasaan tanah;

5. bukti kemampuan finansial;

6. laporan keuangan perusahan minimal 1 (satu) tahun
terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik
terdaftar;

7. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang
memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.-
(lima puluh trilyun rupiah).


